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INTISARI 
 

Kelurahan Selumit Pantai yang berada di kawasan pesisir pantai 
barat Kota Tarakan telah terjadi penguasaan tanah oleh masyarakat yang  
dilekati hak atas tanah dan ditetapkan sebagai kawasan permukiman 
dalam RTRW Kota Tarakan. Berdasarkan pada hal tersebut maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Kebijakan Pemberian 
Hak Atas Tanah Kawasan Pesisir di Kelurahan Selumit Pantai, 
Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan 
Timur”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status hak atas 
tanah yang dapat dimiliki oleh masyarakat serta kebijakan pemerintah 
daerah dan Kantor Pertanahan Kota Tarakan dalam pemberian hak atas 
tanah dan pembatasan penguasaan atas tanah kawasan pesisir. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif pendekatan 
kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi pada bidang tanah 
yang sudah terdaftar, wawancara kepada masyarakat, pejabat pemerintah 
daerah dan Kantor Pertanahan, serta  studi dokumen. Analisis data 
menggunakan teknik analisis deskriptif dengan membuat uraian berdasar 
data yg diperoleh, data sekunder dan data primer yang dikumpulkan 
dianalisis secara kualitatif. 

Masyarakat mulai menetap sekitar Tahun 1979 dan keadaan di di 
Kelurahan Selumit Pantai sudah menjadi areal permukiman nelayan 
dengan masyarakat yang dominan bermata pencaharian sebagai nelayan 
dari Suku Bugis yang mempunyai kebiasaan hidup tidak bisa jauh dari air 
laut, sehingga masyarakat mempunyai hubungan yang kuat atas tanah 
tersebut. Secara umum dalam RTRW, kawasan pesisir yang termasuk di 
dalamnya sempadan pantai merupakan kawasan lindung. Berdasar 
RTRW Kota Tarakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan 
Nomor 3 Tahun 2006, Kelurahan Selumit Pantai ditetapkan sebagai 
kawasan permukiman dan perkembangan permukiman tersebut diatur 
dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003. Kebijakan Kantor 
Pertanahan Kota Tarakan dalam pemberian hak atas tanah kepada 
masyarakat kawasan pesisir di Kelurahan Selumit Pantai berdasar pada 
sejarah masyarakat yang sejak lama menempati kawasan tersebut jadi 
mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah dan didukung dengan 
kebijakan RTRW Kota Tarakan, sehingga hal tersebut dinilai layak untuk 
diberikan suatu hak atas tanah. Dalam pemberian hak atas tanah sangat 
variatif disesuaikan dengan kondisi fisik tanah agar tidak mengganggu 
kelestarian lingkungan di kawasan pesisir. Pemberian hak untuk kawasan 
yang tidak terpengaruh pasang surut atau daratan, baik itu hasil reklamasi 
diberikan status hak yang terkuat dan terpenuh yaitu Hak Milik, sedangkan 
untuk kawasan yang terpengaruh pasang surut diberikan status hak atas 
tanah yang bersifat sementara atau berjangka waktu yaitu Hak Guna 
Bangunan atau Hak Pakai. 
Kata kunci: kawasan pesisir 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Program pembangunan dalam berbagai aspek kegiatan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah mengakibatkan kebutuhan akan tanah 

meningkat demikian cepat. Meningkatnya kebutuhan tanah untuk 

keperluan pembangunan berakibat pada tekanan terhadap sumber 

daya tanah di Indonesia. Masalah pertanahan dalam konsep global 

tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan wilayah daratan 

semata tetapi juga mencakup kawasan pesisir. Beberapa 

permasalahan yang dihadapi diberbagai negara berkembang seperti 

juga Indonesia, dengan laju perkembangan penduduk yang tinggi dan 

aktivitas ekonomi yang tinggi, masalah tanah dan tata ruang menjadi 

sangat penting. Penataan pertanahan tidak saja menjadi masalah 

diperkotaan yang cenderung padat penduduknya tetapi juga di daerah 

pedesaan bahkan di kawasan pesisir tetap menjadi masalah pelik yang 

harus diselesaikan dengan baik. Adanya konversi tanah basah di 

kawasan pesisir menjadi areal perumahan merupakan contoh nyata 

perlunya pengelolaan terpadu dalam penataan pertanahan. 

Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan 17.508 buah 

pulau yang membentang dari timur ke barat sepanjang 5.120 Km dan 

1.760 km dari utara ke selatan. Luas daratan Indonesia 1,9 juta Km2 
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dan luas perairan laut 7,9 juta Km2 (Boston, 1996; Encarta, 1998, 

dalam Supriharyono, 2002: 1). Sebagai negara kepulauan, Indonesia 

memiliki daerah pesisir yang luas dan diperkirakan 60% dari 

penduduknya hidup dan tinggal di daerah pesisir. Sekitar 9.261 desa 

dari 64.439 desa yang ada di Indonesia dapat dikategorikan sebagai 

desa pesisir (Supriharyono, 2002: 4).  

Kota-kota di Indonesia yang terletak di pinggir pantai cenderung 

lebih cepat tumbuh dan berkembang, misalnya Jakarta dan Semarang. 

Keunggulan letak geografis kota di pinggir pantai mendorong lebih 

cepat berkembang karena berlokasi di dataran yang subur (daerah 

endapan), memiliki hubungan ke luar dan kemudahan transportasi, 

serta berfungsi sebagai pintu gerbang kegiatan ekspor dan impor 

melalui pelabuhan laut. Pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di 

pinggir pantai yang relatif cepat menimbulkan berbagai masalah, 

seperti meningkatnya kebutuhan tanah untuk perumahan, industri, 

perdagangan dan jasa, pelabuhan, pergudangan, wisata bahari, 

sarana dan prasarana. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan 

terhadap kegiatan pemanfaatan ruang disekitar pantai di kawasan 

perkotaan.  

Upaya penataan penguasaan tanah di kawasan pesisir 

dilakukan dengan cara penguatan hak atas tanah yang dikuasai 

masyarakat di kawasan pesisir. Dalam penataan penguasaan dan 

pemanfaatan tanah dimaksud perlu diperhatikan ketentuan dalam 
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Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan 

Kawasan Lindung. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa 

sempadan pantai sebagai bagian dari kawasan pesisir merupakan 

Kawasan Lindung, sehingga jika penataannya tidak baik dapat 

menimbulkan permasalahan dalam penguatan hak atas tanah 

masyarakat di kawasan pesisir. 

Kota Tarakan dengan luas wilayah 250,80 Km2 yang 

merupakan daerah pesisir terdiri dari pola penggunaan tanah berupa 

kawasan lindung dan kawasan budidaya. Potensi sumber daya pesisir 

yang terdapat di Kota Tarakan salah satunya di Kecamatan Tarakan 

Tengah yang mempunyai luas wilayah 55,54 Km2, karena wilayah ini 

hampir 80% merupakan daerah perkotaan dan pesisir. Kelurahan di 

Kecamatan Tarakan Tengah yang sangat potensial sumber daya 

pesisirnya adalah Kelurahan Selumit Pantai yang berada di kawasan 

pesisir pantai barat Kota Tarakan yang mempunyai luas wilayah 3,2 

Km2. Kondisi fisik Kelurahan Selumit Pantai yang sebagian wilayahnya 

merupakan kawasan pesisir dan masih dipengaruhi oleh pasang surut 

air laut, merupakan salah satu kawasan penting karena potensi 

ekonomi kelautannya dapat dikembangkan dalam rangka 

pembentukan modal yang selanjutnya dapat menyumbang 

pertumbuhan wilayah dan nasional.  

Penduduk yang berada di Kelurahan Selumit Pantai sudah 

sejak lama menempati kawasan tersebut. Menurut sejarah Kota 
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Tarakan, masyarakat mulai menetap di Kelurahan Selumit Pantai yang 

dahulunya disebut dengan Kampung Pukat sekitar Tahun 1979 dan 

keadaan di wilayah tersebut sudah menjadi areal permukiman nelayan. 

Jadi, penguasaan tanah oleh masyarakat di Kelurahan Selumit Pantai 

sudah berlangsung sangat lama dan turun temurun. Kelurahan Selumit 

Pantai dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai 

nelayan menjadi salah satu pusat perekonomian di Kota Tarakan 

terutama untuk sumber daya kelautan. Pada wilayah tersebut berdiri 

pusat perkonomian yaitu Pasar Beringin yang merupakan pusat pasar 

ikan di Kota Tarakan yang memang dijaga keberadaannya sebagai 

pasar tradisional oleh pemerintah daerah setempat. 

Perkembangan penduduk di Kelurahan Selumit Pantai cukup 

pesat karena banyaknya pendatang dari berbagai wilayah, terutama 

dari suku Bugis yang memang tidak bisa terlepas dari kehidupan air 

laut. Masyarakat nelayan yang merupakan perantauan dari luar Pulau 

Tarakan yang berdomisili di Kelurahan Selumit Pantai merasa lebih 

efisien jika tinggal di tepi laut, hal tersebut tentunya memicu 

pertumbuhan penduduk dan perkembangan permukiman di kawasan 

pesisir. Perkembangan penduduk yang cukup pesat diiringi dengan 

kebutuhan akan tanah yang besar pula. Disisi lain ketersediaan tanah 

di darat semakin langka dan hal ini menjadi salah satu penyebab 

bergeraknya arah pemanfaatan tanah ke kawasan pesisir.  
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Agar pemanfaatan tanah tersebut tidak mengganggu kawasan 

lindung, diperlukan suatu kebijakan pemerintah daerah khususnya di 

bidang pertanahan yang berupa penataan penguasaan tanah di 

kawasan pesisir Kota Tarakan. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam 

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2000–2010 yang 

diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2006-2013. Dalam 

peraturan daerah tersebut Kelurahan Selumit Pantai ditetapkan 

sebagai kawasan permukiman Kota Tarakan. Rencana tata ruang 

tersebut untuk mengelola tanah agar pemanfataan tanah optimal demi 

kesejahteraan masyarakat dan juga untuk melindungi kawasan pesisir 

sebagai kawasan lindung.  

Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 kawasan 

pesisir merupakan Kawasan Lindung, akan tetapi kenyataan di 

lapangan kawasan tersebut sudah beralih fungsi penggunaan 

tanahnya menjadi kawasan permukiman padat penduduk. Melihat 

kondisi fisik di lapangan bahwa Kelurahan Selumit Pantai sebagai 

kawasan pesisir pantai telah berubah fungsi menjadi kawasan 

permukiman maka pemerintah daerah berupaya untuk menata 

kawasan tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota 

Tarakan Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang Penataan 

Bangunan di Kawasan Pantai Tarakan. 
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Penguasaan tanah oleh masyarakat di kawasan pesisir harus 

dibatasi dengan melibatkan pemerintah daerah dengan mengatur 

tanah-tanah yang dapat dimanfaatkan dan yang tidak boleh 

dimanfaatkan untuk keselamatan penduduk yang bermukim di 

kawasan pesisir. Pengaturan penguasaan tanah di kawasan pesisir 

oleh Pemerintah Daerah Kota Tarakan berupa pembatasan bangunan 

permukiman terluar ke arah laut yang berfungsi untuk melindungi 

kawasan pesisir dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat yang 

telah lama tinggal di kawasan tersebut. 

Dinilai secara ekonomis Kelurahan Selumit Pantai memegang 

peranan penting bagi pertumbuhan wilayah Kota Tarakan, karena 

wilayah tersebut merupakan salah satu pusat perekonomian. Oleh 

karena itu, pengusaan tanah di Kelurahan Selumit Pantai diperkuat 

dengan pemberian hak atas tanah masyarakat kawasan pesisir. 

Penataan penguasaan tanah harus senantiasa mengingat posisi 

kawasan pesisir. Status hak atas tanah yang dapat diberikan di 

kawasan pesisir adalah Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan untuk 

kawasan yang tergenang air (daerah pasang surut) dan diberikan Hak 

Milik untuk kawasan daratan atau yang tidak terendam (bukan daerah 

pasang surut) maupun kawasan yang telah dilakukan penimbunan 

dengan material tanah (reklamasi). Pemberian hak atas tanah tetap 

dimungkinkan pada kawasan lindung, dengan prinsip kehati-hatian dan 
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kecermatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1) 

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990. 

Berdasarkan pada hal tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul ”KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK 

ATAS TANAH KAWASAN PESISIR DI KELURAHAN SELUMIT 

PANTAI KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Pemanfaatan kawasan pesisir yang merupakan kawasan 

lindung sebagai kawasan budidaya untuk tempat kegiatan masyarakat, 

permukiman, kota pantai dan kegiatan pembangunan lainnya masih 

diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan, sepanjang 

kegiatan budidaya tersebut tidak mengganggu fungsi lindung seperti 

yang disebut pada Pasal 37 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 32 

Tahun 1990. Penelitian ini mencoba mengkaji pemberian kepastian 

hukum bagi penguasaan tanah oleh masyarakat kawasan pesisir 

sehingga masyarakat dapat memanfaatkan tanah untuk peningkatan 

kesejahteraannya dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi 

lingkungan. Oleh karenanya, deskripsi kondisi penguasaan tanah serta 

cara penguatan hak atas tanah masyarakat di kawasan pesisir yang 

tidak melanggar ketentuan kawasan lindung menjadi penting untuk 

diungkapkan. Mengingat lokasi penelitian ini dilaksanakan di 
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Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, 

penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

Mengapa hak atas tanah diberikan kepada masyarakat 

kawasan pesisir di Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan 

Tarakan Tengah Kota Tarakan ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian adalah untuk 

mengetahui : 

a. Status hak atas tanah kawasan pesisir yang dapat dimiliki oleh 

masyarakat di Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan 

Tengah, Kota Tarakan. 

b. Kebijakan pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan Kota 

Tarakan dalam pemberian hak atas tanah dan pembatasan 

penguasaan atas tanah kawasan pesisir di Kelurahan Selumit 

Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk : 

a. Badan Pertanahan Nasional RI, guna pengembangan kajian 

pertanahan khususnya kebijakan pemberian hak atas tanah 

kawasan pesisir. 
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b. Pemerintah Daerah, kepentingan pembangunan yang 

berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di 

kawasan pesisir. 

c. masyarakat, penguatan hak atas tanah sehingga mendapat 

kepastian hukum atas tanah kawasan pesisir yang mereka 

kuasai. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

1. Kota Tarakan pada awalnya adalah perkampungan kecil para 

nelayan yang berkembang menjadi kota setelah ditemukan dan 

dieksploitasi sumber-sumber minyak buminya pada Tahun 1896. 

Masyarakat mulai menetap sekitar Tahun 1979 di Kelurahan 

Selumit Pantai dan keadaan di wilayah tersebut sudah menjadi 

areal permukiman nelayan, sehingga masyarakat mempunyai 

hubungan yang kuat atas tanah tersebut. 

2. Secara umum dalam RTRW kawasan pesisir yang termasuk di 

dalamnya sempadan pantai merupakan kawasan lindung. Berdasar 

RTRW Kota Tarakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota 

Tarakan Nomor 3 Tahun 2006, Kelurahan Selumit Pantai yang 

merupakan kawasan pesisir ditetapkan sebagai kawasan 

permukiman dan perkembangan permukiman tersebut diatur dalam 

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003. 

3. Kebijakan Kantor Pertanahan Kota Tarakan dalam pemberian hak 

atas tanah kepada masyarakat kawasan pesisir di Kelurahan 

Selumit Pantai berdasar sejarah masyarakat yang sejak lama 

menempati kawasan tersebut sehingga mempunyai hubungan yang 

kuat dengan tanah dan didukung dengan kebijakan RTRW Kota 

133 
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Tarakan, sehingga hal tersebut dinilai layak untuk diberikan suatu 

hak atas tanah. Dalam pemberian hak atas tanah sangat variatif 

disesuaikan dengan kondisi fisik tanah agar tidak mengganggu 

kelestarian lingkungan di kawasan pesisir. Untuk kawasan yang 

tidak terpengaruh pasang surut atau daratan, baik itu hasil 

reklamasi diberikan status hak yang terkuat dan terpenuh yaitu Hak 

Milik. Sedangkan untuk kawasan yang terpengaruh pasang surut 

diberikan status hak atas tanah yang bersifat sementara atau 

berjangka waktu yaitu Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. 

 

B. Saran 

1. Dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dan Sertipikat 

Hak Atas Tanah sebaiknya dicantumkan pembatasan yang 

bersangkutan dengan hak tersebut, termasuk pembatasan dalam 

pemindahan hak, penggunaan tanah menyangkut garis sempadan 

pantai dan kawasan lindung, seperti yang disebut dalam 

PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 90 ayat (2). 

2. Pemerintah Daerah Kota Tarakan harus segera memperjelas batas 

bangunan terluar ke arah laut dengan ditanamnya patok batas dan 

mengatur pertumbuhan kios bahan bakar minyak. 

3. Perlu pegegakan sanksi yang tegas terhadap ketidaktertiban dalam 

mematuhi aturan, khususnya Peraturan Daerah Kota Tarakan 

Nomor 17 Tahun 2003.  
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